PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan

pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, sehubungan dengan
semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan
lalu lintas, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan
pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan
hukum yang mengikat;

. bahwa pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

dimaksud, harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan komponen
lalu lintas kedalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan kebijakan
Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Wilayah Kabupaten Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5229);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN
BENGKAYANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4.  DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

5.  Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan
di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya.

8.  Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9.  Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang
kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas
perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

13. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi
tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Daerah Manfaat Jalan adalah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang
pengamannya.

15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang
memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda
motor.
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Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan
barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah
dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa
rumah-rumabh.

Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak
sebidang.

Daya dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu
kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kg ( kilogram).

Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda — roda
dari suatu sumbu yang terberat terhadap jalan.

Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.

Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak
ditinggalkan pengemudinya.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf,
angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan
Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis
melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu
Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan
isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas
orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan
perjalanan orang datang ke atau pergi dari lokasi kegiatan tersebut dan berpengaruh
terhadap penyelenggaraan lalu lintas.

Tenaga ahli adalah tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pembina Jalan adalah Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di
Bidang Jalan.

Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu
lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya
dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Jaringan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang yang dihubungkan oleh ruang
lalu lintas.

Ruas-ruas jalan adalah jalan yang dihubungkan antara satu nose/simpul yang lain.
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana
koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum
dalam rangka mengatur, mengendalikan, menertibkan serta menganalisis
penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang
aman, selamat, tertib dan lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain.

BAB I11
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
a. perencanaan;

b. pengaturan;

C. perekayasaan;

d. pemberdayaan; dan

e. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 4

Dalam rangka perumusan kebijakan pengaturan sistem lalu lintas, Daerah harus
melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

identifikasi masalah lalu lintas;

inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;

inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;

inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;

penetapan tingkat pelayanan; dan

penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan
lalu lintas.

Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh bupati atau walikota
dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.
Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur
lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Pengaturan
Pasal 5

Kepala Dinas merumuskan dan merencanakan penetapan kebijakan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
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